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ABSTRAK

Pengadi_lz_m Niaga merupakan pengadilan khusus yang di dirikan sebagai
respons dar1 Krisis fneneler yang pernah terjadi di Indonesia. Pengadilan ini bertujuan
untuk mengembalikan kepercayaan pemodal asing di Indonesia, penelitian ini
bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang praktik yang didasarkan dengan
teori dalam hukum kepailitan. Metode yang digunakan dalam penelitian 1ni
menggunakan penetilian hukum yuridis normatif yang bersifat penelitian kepustakaan
(Library Reasearch), pendekatan Undang-Undang (State Aproach), pendekatan studi
kasus (Case Aproach). Hasil penelitian ini memberikan fakta bahwa dalam pelaksanaan
permohonan pailit masih sering terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim
yang diakibatkan oleh disparitas penafsiran pembuktian sederhana. Disparitas
penafsiran ini menimbulkan ketidakadilan bagi pemohon kepailitan karena
mempengaruhi pertimbangan dan keputusan hakim. Sehingga penilaian hakim pada

perkara ini menyatakan pembuktian yang tidak sederhana dan harus dibuttikan secara

lebih lanjut. Namun dalam upaya hukum peninjauan kembali Majelis Hakim

menyatakan terdapat kekeliruan nyata yang dilakuka oleh Majelis Hakim pada tingkat
sebelumnya. Dengan demikian berdasarkan putusan Nomor 47PK/Pdt.Sus-Pailit/202]
menimbulkan rasa keadilan bagi pemohon pailit dari frasa pembuktian sederhana yang

seharusnya diatur lebih tegas lagi secara normatif, kongkrt dan limitif.
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